TAHUN 1945

27 JUNI 2023

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, pukul 14.40 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara
Nomor 52/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor
52/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal

Bahwa permohonan pengujian KUHD dalam perkara nomor 52/PUU-XXI/2023

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 251 KUHD yang

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Sidang Mahkamah Konstitusi)
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XXI/2023 PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. PENDAHULUAN
DPRRI.
B. PEMOHON
diajukan oleh Leonardo Siahaan, S.H disebut sebagai Pemohon
C. PASAL/AYAT KUHD YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
berketentuan sebagai berikut:
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Pasal 251

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian
keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad
baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau
tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui
keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu
batal”.

. BATU U]JI

Bahwa Pasal 251 KUHD dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UU
37/2004 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama
permohonan a quo beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebelum
mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan Pemohon, penting bagi
Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan
permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU
MK yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut:

1)..

(2)Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a .
b. uraian yang jelas mengenai:

1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai
kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta
objek permohonan;

2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap
dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang
dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
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3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai
pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenubhi
Kketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan
UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD
1945.

c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam
permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3), yaitu:

1...;
2.Dst

d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam
permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (4), yaitu:

1. mengabulkan permohonan Pemohon;

2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik
Indonesia;

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[3.7.2] Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan dimaksud, pada
dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK
2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bagian hal-hal
yang diminta untuk diputus (petitum) pada permohonan a quo, petitum
Pemohon tersebut saling bertentangan antara satu dengan lainnya atau setidak-
tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian
materiil undang-undang. Terhadap hal tersebut, dalam persidangan pada
tanggal 12 Juni 2023, sekalipun bukan merupakan agenda untuk memberikan
nasihat, namun oleh karena terdapat fakta ihwal ketidaklaziman petitum
Pemohon, Mahkamah tetap memberikan nasihat untuk memperbaiki petitum
agar sesuai dengan petitum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi [vide Risalah
Sidang Perkara Nomor 52 /PUU-XXI/2023, Senin, tanggal 12 Juni 2023, hlm. 5-7].
Dalam kaitan ini, petitum angka 2 menyatakan, “Menyatakan Pasal 251 KUHD
bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”,
dan petitum angka 3 menyatakan, “Menyatakan Pasal 251 KUHD terhadap frasa
‘sehingga perjanjian itu tidak akan ditiadakan, atau tidak diadakan dengan
syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang
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sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal’
bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
‘sehingga perjanjian pertanggungan batal berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak atau berdasarkan putusan pengadilan”. Berkenaan dengan fakta
tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa rumusan kedua petitum a quo
adalah rumusan petitum yang tidak lazim. Karena, di satu sisi, Pemohon
meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 251 KUHD
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sementara itu di sisi lain, Pemohon meminta kepada Mahkamah
untuk menyatakan norma Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD 1945
secara bersyarat. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan kedua petitum
tersebut saling bertentangan satu sama lainnya dan Mahkamah tidak mungkin
mengabulkannya secara bersamaan. Petitum yang demikian hanya dapat
dibenarkan sepanjang satu sama lainnya dirumuskan secara alternatif. Secara
formal, petitum-petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah
berpendapat, oleh karena petitum Pemohon tidak jelas, sehingga menjadikan
permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur).

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon
memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena petitum Pemohon tidak jelas
atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021.
Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon
lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

. AMAR PUTUSAN

Menyatakan permhonan Pemohon tidak dapat diterima.

. PENUTUP
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
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dalam Perkara Nomor 52/PUU-XXI/2023 yang Menolak permohonan Pemohon
251 KUHD mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

A

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2023
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